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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian kali ini, 

maka dapat disimpulkan yaitu, sebagai berikut : 

1. Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kenderaan Bermotor 

Yang Mengakibatkan Kecelakaan yaitu dapat diterapkan dengan 

menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan pada pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4. Penegakan hukum yang 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan sebaik mungkin 

namun ternyata belum seluruhnya optimal. Karena masih terhalang dengan 

beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasana dan terlebih lagi 

kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kenderaan 

bermotor yang masih banyak tidak menaati keselamatan dalam berlalu 

lintas, sehingga menimbulkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas 

akibat dari kelalaian tersebut. Adapun Proses penegakan hukum yang 

dilakukan pihak kepolisian meliputi penegakan hukum secara perventif 

dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif 

yang dilakukan pihak kepolisan adalah dengan melakukan Sosialisasi 

keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan 

serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu 

lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara. 

Sedangkan Proses penegakan hukum secara represif yang dilakukan pihak 
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kepolisian yaitu melaksanakan patroli silang dan juga patroli sinar biru 

dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang sering 

terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar. Selanjutnya juga ketika 

terjadi kecelakaan lalu lintas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu 

dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan 

penolongan kepada korban, dan melakukan serangkaian tindakan di TKP 

untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, 

identitas tersangka, dan saksi/korban, mencari hubungan antara 

saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh 

gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. 

2. Factor-factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari 

kelalaian pengemudi kenderaan bermotor antara lain Faktor alam, faktor 

jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi factor utama. 

3. Adapun yang menjadi upaya-upaya dalam menanggulangi agar 

berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan 

bermotor yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada 

masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, 

melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, 

melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait cctv demi 

mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ingin 

mengemukakan beberapa saran, adapun saran yang dimaksudkan yaitu, sebagai 

berikut : 

1. Bagi para pengemudi, agar kiranya lebih berhati-hati lebih khususnya pada 

para pengendara kenderaan bermotor, karena keselamatan dalam 

berkendara adalah yang hal paling utama ketika dalam mengendarai 

kenderaan bermotor, karena jika tidak mementingkan hal tersebut malah 

akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

2. Khususnya juga terhadap para pengguna jalan harus memiliki dan 

mempunyai etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan 

melaksanakan peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam 

memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja 

yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak 

menggunakannya. 

3. Bagi aparat kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas dapat membentuk 

atau membuat suatu aplikasi yang didalamnya terdapat berbagai informasi-

informasi terkait dengan lalu lintas seperti jumlah data kasus kecelakaan 

lalu lintas yang terjadi, pelaporan, pengaduan ataupun masukan misalnya 

dari masyarakat terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah kota 

gorontalo yang dimana aplikasi tersebut dapat di akses oleh seluruh 

masyarakat. 
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